
SALI A

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2O2O

IENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Arsip di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan
melalui tahapan penciptaan, penggunaan,
pemeliharaan dan penyusutan;

b. bahwa dalam rangka penyusutan arsip pemerintah
Daerah harus memiliki Jadwal Retensi Arsip
sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-
Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2OO9;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas maka
dipandang perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Fungsi Keuangan di Lingkungan pemerintah
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam peraturan
Bupati;
PasallS ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 5g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor lO92);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun2009 Kearsipan
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

l.
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3.
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undalg Nomor 9 'l'ahun 2015

tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Talun
2009 tcntang Kearsipan (Lembaran Negara Reprrblik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 53, Tambahan
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tat,un 2Ol2
tentang Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Ta}l

7. Peiaturan Kepala Arsi nesia
Nomor l Tahun 2013 ArsiP
Sektor Perekonomian Urusan Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1275);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip

Sektor Perekonomiar Urusan Perdagangan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 1276);
g. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip

Sektor Perekonomial Urusan Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip

Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 663);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip

Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 665);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip

Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan
Informasi (Benta Negara Republik Indonesia Tahun2O14

Nomor 2088) ;
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13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip

Sektor Perekonomial Urusan Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 665);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan
(Berita Negara Reprul-rlik Indoncsia Tahun 2015 Nomor

168);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2O15 tentang Pedoman Retensi Arsip
Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 364);

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2O15 tentang Pedoman Retensi Arsip

Urusan Pemerintah Daereh (Berita Negara Republik
Indoncsia Tahun 2O15 Nomor 874);

17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2O15 tentang Pedoman Retensi Arsip

Sektor Sektor Kesejahteraan Ralryat Urusan Kesehatafl

(Berita Negara Reprthlik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor

875) ;

18. Peratr-uan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2O15 tentang Pedoman Retensi Arsip

Urrsan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor E51);

19. Peraturan Kcpala Areip Nasional Republik Indonesia

Nomor O4 Tahun 2O16 tentang Pedoman Retensi Arsip

Sektor Perekonomian Urusan Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor

7 Tahun 2O16 tentang Pembentukan Perangkat Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupatcn Tapanuli Selatan Nomor 7

Tahun 2O16 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

(kmbaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun
2OLg Nomor 3OO, Tambahan Lembaran f)aerah

Kabupatcn Tapanuli Selatan Nomor 3O);

2I. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7

Tahun 2O19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O (lembaran daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2O19 Nomor 3O2,

Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten tapanuli
selatan Nomor 32);
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22. Pcraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 107 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tal-a Kerja
Dinas Pr:rpustskrean dan Kearsipan Daerah Kabupaten

Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2016 Nomor 683);

23. Peraturan Bupati Tapanuli Sclatan Nomor 41 Tahun
2O17 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 733);

24. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 48 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggran 2O2O (Berita Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2O19 Nomor 885);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : JADWAL RETENSI ARSIP
KEUANGAN PEMERINTAH
TAPANULI SET.A,TAN

BAB I
KE*TENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Perahrran Bupati ini yang dimaksud dengan:

FASILITATIF FUNGSI
DAERAH KAEUPATtrN

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan '
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daetah Kabupaterr Taparruli Selatan'

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam

kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

6. Ariip St U. uatUf, arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena

*.*iliki nilai guna tesejaratran, telah habis masa retensinya dan

berkcterangan dipermanenkan yang telah diverifrkasi baik secara langsung
maupun tiial langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau
Lembaga Kearsipan.

7. Retens'i ersip idafafr jangka wa-ktu penyimpanan yang wajib dilakukan

terhadap suatu jenis arsip substantif.
8. Jadwal Retensi Arsip yang selaljutnya disingkat JRA adalah daftar

yang sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau
retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermancnkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

g. Jenis Arsip adalah arsip yang tercipta dan dikelompokkan berdasarkan
fungsi dari suatu organisasi.



I O- Keterangan Musnah adalah informasi yang menyetekafl bahwa spatu jenis

arsip dipat dimusnahkan karena jangka lrakhr penyimpanan telah habis

<tan tidak memiliki nilai guna, tidak ada Peraturan Pcnrndang-undangan
yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang

masih dalam Proses hukum'
11. Keterangan Permanen adalah informasi yal]g menyatalan suatu jenis arsip

memiliki nilai guna sekunder atau nilai gllna rlefrnanen, wajib diserahkan
kepada Lembaga Kearsipan sebagai bukti pertanggungiawaban nasional
sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi'

l2..Iadwal Retensi Arsip Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis arsip
fasilitatif beserta jangka waku penyimpanannya scsuai dengan nilai
kegunaannya dan dipakai sebagal pedoman penyusutan aIsip fasilitatif
keuangarr, kepegawaian, perencanaan. evaluasi dan ke{asama, hukum,
organisasi dan kete.talaksanaan kearsipan , ketatausatraarr tlzur

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kepustakaan,
informasi/SIM/TIK, pengawasan dan perlengkapan.

13. Jadwal Retensi Arsip substantif adalah daftar yang berisi jenis arsip
substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai
kegunaannya dan dipakai sebagai Pedoman Penyusutan Arsip Substantif
Bidang Pembinaan Kearsipan, Pcngkajian dan Pengembangan Kearsipan
serta Jasa KearsiPan.

14. Arsip Substantif adatah arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Arsip
Nasional Republik Indonesia yang meliputi Pembinaan Kearsipan,
Konservasi Arsip, Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Akreditasi
Kearsipan, Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan serta Jasa Kearsipan.

15.Arsip i'asilitatil-adalah arsip yang berkaitan dengan bidang fasilitatif yang

mcliputi keuangan, kepegawaian, perencanaan' evaluasi dan kedasama,

hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaal
dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kepustakaan, informatika
./ SlM,/TlK, Pengawasan dan perlengkapan.

16. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit
Pengolah.

17. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit
Kearsipan/Pusat Arsip.

1g. penlrusutan Arsip adalah kegiatan pengu.rangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
Pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai kctentuan
peraturan Pemndang - undangan, dan penyerahan arsip statis kepada

kmbaga Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia'
lg.0rganisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat oPD adalah

orgalisasi Perangkat Dacrah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum
dan pedoman atau petunjuk bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli selatan dalam rangka melakukan
penyusutan arsip.



Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

a. mcnjamin tertibnya penyusutan arsip yeng dilakukan organisasi
Perangkat Daerah dan

b. menjairrin perlindungan keselamatan, keamanan dan ketersediaan arsip
yang autentik dan utuh pada Organisasi Perangkat Daerah'

Pasal 4
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan melipuLi :

I. Fungsi Keuangan terdiri dari :

a. Rencana Anggaran Penclapata n dan Bclnnja Dacrah (RAPBD) dan
Angggaran Pendapatan dan uelanja Daerah Perubahan (APBD-P)'

b. Penyusunan Anggaran.
c. Pelaksanaan Anggaran-
d. Pinjaman/ Hibah Luar Negeri.
e. Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)'

f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
g. Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan-
h. Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan.
i. pengelolaan Anggaran Pilkada dan Biaya t antuan Pemilu dari APBD.
j. Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu'
k. Pelaksanaan Anggaran Operasional Pemilu'
L Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah.
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BAB III
PENGELOI-AAN ARSIP FASILITATIF FUNGSI KEUANGAN

Pasal 5

Setiap Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan ditentukan retensinya atas dasar nilai
g,r.r" ar,, iungsinya yang dituangkan dalam JRA Fasilitatif Fungsi Keuangan

Femerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan'

Pasa I 6
Ketentuan mengenai JRA Fasilitatif Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tapanuli selatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraruran

Bupati ini.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 7

Anggaran untuk pelaksanaan JFIA sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
ini"iibebankan iada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan'
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BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 7
Anggaran untuk pelaksanaan JRA sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggara nPendapatandan Belanja Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlal<u pada tanggal diundangkan-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR ?75

dengan aslinya
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